SALTNAN

GUBERNUR 2aALl

FERATURAN GUBERENUR BALI

NOKOR 98 TATIUN 2015

TENTAMC

PROSEDLUR TETAP REHAEILITAS! DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

Menimbang .

Mengingat

DENGAN SAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GLIRERNLUR BALL

hahwa penanggulangan bencana — merapakan  suatu
rangkaian Kegiatan vang bersitat preventif, tanggap darurat,
rehabilitast dan  rekonstruksi yang harus diselenpearakan
secala cepal dan elelklif,

cahwa delam peaanganan hencana  pentingtiva  soatu
pedoman vang mengatur fungs: dan peran berbagai pihak
fcrkait  dalam  pensnganan bencana  sccara sistemil,
terintegrast dan komprehenaif;

bahwna berdaaarkan pernmhbangan sabagaimans  dimalesad
dalam hwraf a, bhuraf b dan huraf ¢, perla menetapkas
Feraturan Gubomur  tenteng Prosedur Tetap Rehahbilitasi
dan Belonstruke: Pascabencana,

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958  tentang
Pemtbenitulkat Daecerat Tingkat [ Bali, Nusa Tenggara Baral
dan MNusa Tenggara Timur {Lembaran Mepara  Hepoblilk
Indonesia Tahun 19583 Momor 113, Tembahan Lembaran
MNegara Fepublik Indoneszia Nomeor 16450

Undanp-Undang Komor 24 Tahun 2007 tentang
Fenanggulangan Henecanae [(Lembaren Negara  Repuhblik
[mdonesia Tahun 2007 Noinor 66, Tumbabiao Berolwcen
MNegara Fepublik Indonesia Nomor 4727);
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Undang Undang Momor 12 Tehun 2011 terilanp
Pembentukan Peraluran Perundang-indangan (Lembaran
Negura  Republic Tndonesia  Tahun 2011 Fomor 82,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 32340,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lenang
Femerintahan [Faetah {Lemnbaran Negara Republik Tndonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Neparg
Eepublik Indonesia Komor 5587) schagaimana telah diuhah
beberapa kali, teraklhur dengatn Undang-Undang Nomor 2
Tahiun 2015 ifgutang Perubahan  Kedua — Atas
Undong Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintghan Daerah (Lembaran MNegara Renublik Indomesia
Tahun 2015 MHomer 38, Tambahan Lembaran Negara
REepublik Indenesia Nomor 3679);

Peraturan  Pemerintah Notnor 38 Tshun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antarsa Pemenntahan,
Pemerinteh Pemerinteh Bacrah Provinsi dan Peroerintah
kabizpaten/Kota  {lembaran  Megare  Republik Tndonesia
Tahun 2007 MNomor 82, Tambahan Zembaran Negara
Republik indonesia Nomor 1737|;

Peraturan  Pemerimrah Nomor 41 Tabun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Dacrah {lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor B9, Tambahan Tembaran
MNepara Republik [ndonesia Nomor 4741);

Paralluran Pernerintab Momer 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuengsn Daeran lembaran Megara Republik
lndonesia Tanun 20053 Momor 140, Tambaban Lembaran
Megara Repuldik Tndonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nemor 21 Tahon 2008 tentang
Penyelenggraan Penanggulangan  Hencana [Lembaran
Megara Hepublik Indonesia Tahon 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indnnesia
MNunor HE25H|;

Peraturgan Pemerintah Momor 22 Tahun 2008 tencang
Pendanaan dan Pengeloloan Baticuan Benceana (Lembaran

Mogara,  Hepublik  Indonesia  Tahun 2008 Normor 43,
Tambalan Lombaran Megara Republik Toddernesis Mo
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hMenetapka

10, Peraturan Menzeri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

11,

tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana elah dinbah bebherapa kali tetakhir dengan
Peraturan Menterd Delam Megeri Nomer 21 Tahun 2031
tenmang Perubehan Wedwa Atas Peratursn Menten Dalam
Kegeri Nomer 13 Tahunr 2000 [Herita Negara Kepublik
mdnneais Tabuo 2011 Nomor 3100;

Feraturan  Menteri Dalam Kegenn Nomor 32 Tabuan 2011
tentang Pedomun Pembeizan Hibal dan Banruan Sosial
vang bersumber dari Anggaran Pendapetan can Belanja
Daerall  sebagaimana  tolah  dinhah  dengan  Perdturan
Menteri Dalam Wegen Komor 39 Tahun 2012 tentang
Peruhahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negern homor
32 Tahun 2011 tentang Podoman Pemberien Hibah dan
Bantuan Soaial vang beraumber dari Anggaras Pendapatan
dur. Belanja Daeral: (Berita Megrma Reoublik ndonesia
Takurn 2012 MNeomor 54400

MAEMM U TLISEAN ¢

PERATURAN GUBERNUE TENTAKG PROSEDUR TETAPR
REHANLITAS] DAN REKONSTREUKS] FASCAHENCANA

EBAE ]
EZTENTL AN 18U
Bagian Kesatu
Pengoriian
Hagal 1

Dralam Peraturan Gubernur dni vang dimalsud dengan

1.

P

Daerah adalah Frovins Bali.

Perrerintah Provinest adaleh Peraerintah Provinsi Bali,
Cubherrmur adalah Cubsernue Bali

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjuinys
disebut APBD  adalah  rencangan  keuwngan  tabonat
Fomerintahan Daerab veng dibahas dan disctujui bersama
alel pemerintan daerah dan PR, dan ditetepkan dengan
peran:ran dasrah.

Badan Peoangpulangzen Bencana Daeral yang  disinphar
BRI adelah Baden Denangeulangan Zencana  Dacrah
Prowvinsi Badi

. Benrana adalah peristiva atau rAang<amn peristiwa veng

mongancam den mengeanged kehidupan gan penghidupan
masvarakat yang dissbabken, olett [B<osr alan dan/atay
Zkror  hnonalamt mavpun fakior meriusioa aellingsa
mengakibatkan timbubyya korban fwe manusia, kerasakan
lingkungan, kerigian B benda dan dampals psikologis.
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11.

L

. Beneane  alam  adalsh bencana vang  dickibatkan  oleh

peristiwn atau seranghkaian peristivs vang disebablkan oleh
alamn antara lain berupa gomps bumi, tsunsani, gUnUng
mclotua, banjir, kelerngan, angin topan/puting  beliung,
lanab langsor, kebakasran fahan dan pemuliman.

Bercana pon alem adselah bencana vaag dialibatkean aoleh
pristiwe atau rungcaian perstiwa non alam vang antasa lain
berupa gagal teknolog,  gagal modomisasi. epiderci dan
wabah penyvakil, kebakaran lansn dun pewsukinoan,

Bencangs Sosial adalah  bencana wvang diskibatken oleh
peristiwe wlan ranpgkaian penstiva yang diakibatkan olen
manuala yans meliput konflk sosial antar kelompolk atal
priar komanitas masyvaralat dan serar.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan perulibun semua aspek
pelayanan publis atan masvarakar sampal fingkat yang
memadei pada wrileyah pascabencana  dengen sasaran
wlama normalivsesl atoa berjalannya socarm wijar Samua
aspek  pemerintahan den kehidupan mavvarakal soda
wilayah pascaboncand.

Bekonsiniksi adalah sembangunan kembeli  semus
prasarana dan  sarang, kelembagaan  pada wilayah
pascabencana, baik paca bngkat pemerintahan rmaupun
masvarakat dengan  sasaran  utama umbich dan
nerkembangnva kegiatan perekonomminn, sosial dan budaya,
tegalinya hulktum dan kelertiban, dan bangkitnya peran acrta
magvarakat dalem segala aspek kehidupan hermayarakut
pada wilayah pascabenoana.

HBapian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan CGubernur ini adalabh untok
menjelaskan wewenang, peran, Euggungawab, dan prosecur
tetap Rehabilitasi dan Fekonstrulen Pascabencana.

(2} Tujuan Penetapan Peratuwran Gubernur ind meliputi:

a. agar upayve-upaye pemulihan pascabencana berorientas
pede pemulinan harkat dan martabat manusia secara
urah  dengan  pengkajian  akibat  bencans, dampak
bencana det kebutuhan pascabencana;

b. meningiatkan kualitas pelayanan  sehabilitasi  dan
rekonatruksl deagan mengoptimalkan sumber daya €an
kapasitas yang tersedie di Provinsi Bali; dun

¢, memperelas  mekanisme  dan proaedur  dalam
menyediakan layanan  rehabilitasi den  rekonstroksi
pascabencana yang dilakxsanakan sceara terpadu oleh
inetansi serkait
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BAOTY
SIETIMATIEA
Paszal 3

Bistimarika Prosedur Tetap Hehahbilitas dan Bekonstrokoa
[Pastabencana meliputi

A BAG

PENDAHULUAN, melipuri;

a. Latar Belakang.

b, Tujuzr.
o. Dazar [Tukum.
d. Penperliar.

G GAR 11

KEBIJARKAN DAN STRATECGT REHABLILITASL AN

REKONSTEW®KS], melipud,
a, Kebijakan Eahabihtasi,
b. Stralep:.

i, BAB

Il PENYELENGOARAAN REHABILITASL DAN

REKONSTRUKSI, melipuli;
a. Proscdur Uomne.

1.
2.

N ]

wn s

Sosialisasi das Koordinasi Program,
Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan/Kermigan
arca hencana,

, Perencanazan dan Penetapan Prionitas.
. Mokilitas Sumnber Daya.

- Pelaksanaat Rehabilitasi.

%

Momitoring dan Evaluas.

b, Buang Lingkup.

1.
2
L

ol i A

g

Perhatican Lingkungan terdempak Bencanu.
Verbatkan Sarana dan Prasarana.
Pemberian Bantuan Perbaiken Roemah
Masvarakat

Peimalihan Sosial Psykologis.

Pelavanan Kesehatan.

Knnso'idas dan Reanliza Keonflik.
FPemulibanr Bosial Ekonomi Budaya,
Pernuliban Keamanan ddan Ketertibar.
Pemulihen Funesi Permmermtahet:.

1. Pernul:ban Fuagsi Pelavanan Publik.
0. Bagk IV PENYELENGGAREAAN RERKONSTRURKE]L

meeliputi;

a. Koordinasi Program.

h. Invenransas: dan ldentifikasi Kerusakan fKeragion
nrea bercacd.

. Perencanaan dan Pemaniauan Prioritas Pombangunan

d. Mekanisme Penyelenggaraan.

. Hemantauaty, Bvaluasi dan Pelaporan.
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E. BAE V  LINGHUF PELAKSANAAN RERKONSTRLUKSI, melipati;
&. Progran Relaastrubes Fizal
b. Program Rokonstnabsi Nan Fisilc

. BaB v PEMNUTLR.

2] Gistmatds Pedoman sebagaimans dimakss] pade syal (1)
tercanhym dalam Runpiran dan memipeken bagian vang tdak
torpisahlean dar Perataran Gubertur i

Bab [ll
KETFEMTUAN PENLITL T
Masal 4

Peratiwan Gubertivr ind muls beralon pada tanggal dinndanghet.

Apar  sctiap  orang  mengetaluinya, memernmblen  peopundangan
Perulimem Gubermor imi dengan pencinpatannva dadumn Dedte Daerah
Prowvinmi Bal:,

Ditetaphkan di Denpasar
pada tangnal Lé UDesember 2015
GUBERMNUR BALT,
ke
MADE MAHGKU PASTIHA
Ciundanghkan di Denpasar
pada tangaal 16 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALT,
thd
COHORDA MGURAH PEMATUN
BERITA DAERAH PROYINGI EALT TAHLUIN 2015 NOMOR 38

Salinan seswai dengan aslinya
Kepa wim dan HAM Setda Provinsi Bali;

-
E yﬂﬂu Cyugigdas, SH.MH
embina Utama Muda

HIP. 19AS174]1 18HEEE 1 10%
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